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TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN LEMBAGA PEU\TIHAN KERJA

DENGAN FIAHMAT TUHAN YA}IG MA}{A ESA

Menimbang : ar.

b.

Mengingat : 1.

BUPATI I(ARANGAI-ryAR

bahwa dalam rangka untuk menerbitkan pendirian
Lembaga Pelatihan Kefla perlu dilakukan pemblnaan
terhadap pendirian Lembaga Pelatihan Kefla tersebut;

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

:
Unclang-undang Nornor 13 Tahun 1950 tentan,J
Pembentukan Daerahdaerah Kabupaton dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (l-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Nogara Republik Indonesia
Nonror 2912\;

U:ndang-Undang Nomor lSrTahun 1997 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republilc
Indonesia Talrun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembarart
Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ), sebagaintana
telatr diubah dengan Urrdang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
18 T'ahun 1997 tentang Pajak dan Rebibusl Daerah
(L.embaran Negara Republilc Indonesla Tahun 2DO0
Nomor 246, Tambahan Lembamn Negara Republik
lrrdonesia Nomor 40aB) ;
UncJang-Undang Nomor 22 l'ahun 19S tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 1999 Nornor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomor 3839 );

Peraturan Pernerintah l,lornor 71 Tahun 1991 tentang
Latihan Kerja (Lombaran l.legara Republik Indonesia
Tal'run 1991 Nomor 92, Tarnbahan l-ombaran Nogara
Republik Indonesia Nomor 3458);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahutr 20Ol tontang
Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik lncjonesia
Tahurr 2001 Nomor 119, Tambahan Lombaran Negara
Republik Indonesla Nomot' 4139):
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4.

5.
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7 . Kepulusan Presiden Republ ik Indoriesia Nomoi 34
Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungslonal

'  - '  '  Pendld lkan dan Lat lhan ;
; .  Kepulusan Pres iden Nomor 44 Tahun 1g9g tentang

tehnik Penyusunan Peraluran Perundang-undangan dan
benluk Rancangan Undang-undang,  Rancangan
Peraturan Pemerlntah dan Rancangan Kepuiusa n
Pres lden ;

L Keputusan Mentr l  Dalam lrtegerl  Nonror 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Penrungutan Retr ibu:si
Daerah ;

l0 .Keputusan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemer iksaan d ib ldang Rel r ibus i
Daerah ;

11. Kepulusan Mentsri  Tenaga Kerja Republ ik Indcnesia
Nomor KEP-149/II4ENl2000 tentang Tata Cara
Perizinan Lembaga Pelal lhan Keria ;

12.  Peraturon Daerah Kabupaten Daerah T lngkat  l l
Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Fenyidik
Pegawai Negeri  Sipi l  di  Lingkunglan Pemerintah
l(abupaten Daerah Tlngkat l l  Karanganyar ( Lembararr
Daerah Tahun 1991 Nomor  49 ) .

Dengan persetuJuan

DAN'AH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATE}I I(ARA}IGAI.IYAR

MEMUTU$KAN :

Menetapkan : PERATTJRA|{ DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG RETRIBUSI PERIZIl . . |AN LEMBAGA PELATIHA N
KERJA

BAB I
KETEI{TUAH UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah in iyang d imaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
b. Bupati  adalah Bupati  Karanganyar;
c .  Pemer ln tah Daerah adalah Bupat l  beser ta  Perangkat  Daerah

Otorronr yang lain sebagal Badan Eksekutl f  Daerah;
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d.

o.

Perizinan adalah suatu pengesahan dari inslansi yang bertanggung jawab
dlbldang ketena'$akerfaan yang diberikan kepada lembaga pelal lhan kerJa
swasla dan lembaga pelatlhan kerfa perusahaan yang melatlh masyarakat
umum untuk dapat menyelenggarakan pelatlhan kerJa sesual dengan
bidang kejuruannya;
Lembaga Pelatihan Kerja adatah suatu badon, organisasi, instattsi atau
lembaga yang menyelenggarakan latihan kerJa bagl angkatan kerJa dan
mem enuhl persyaratan yang ditetapkan;

f.  Retr ibusi Perlzlnan Lembaga Pelat lhan Kerfa yang selanJutnya disebul
Retr ibusl at lalah pungutan sebagai jasa pelayanan atas blmbingan dan
pengawasan Le mbaga Felat ihan Keria;
Surat Pemberltahuan Retr lbusl Daerah yang selanJutnya dlsingkat STPRD
adalah Surat Yang Dlpergunakan oloh WaJlb Retr ibusl untuk melaporkan
Perhitungan dan Pembayaran Retr ibusi;  ,r .
Surat Ketetapan f letr lLrusi Daerah yang sralanjr i tnya disingkat SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retr ibusi yang
lerutang;
Surat Tagihan Retr ibusi Daerah yang selanjutnya dislngkat STRD adalah
Sural untuk melakukan lagihan Relr ibusl dan atau sanksl arJmlnlslrasl
berupa bunga dan denda;
Retr ibusi Jasa Umum adalah Relr ibusi atas jasa yang disediakan ate u
dlberikan oleh Pemerintah Daerah urrtuk tujunn kepentingan d€' n
kemanfaatan umurn serta dapat dinikmali  oleh orang pribadi atau Badan;

Kas Daerah adalah Kas Pemerinlah Kabupaten KatanganYar.

BAB II

PERlzlllAl!

Pasal 2

Segap 6rang aiau Badan yang menyelenggarakan Pelat ihan Keria Swasta
waJlb-mempunyai iz ln Lembaga Pelat lhatt  KerJa dari  Bupal l .

BAB II I

I{AMA, OBJEK DA}I SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retr ibusi Perizinan Lembaga Pelat ihan Kerja _dipungul- -
Retr ibusi atas pelayanan Bimbingan dan Pengawasan Lerntraga Pelat ihafr" '
KerJa.

Pasal  4

Obyek Retr ibusi adalah set iap pelayanan pemberian lzln Perryelenggaraan
Lembaga Pelat lhan Kerja.
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Pasal  5

(1)  Subyek net r ibds i tb . f rn  orang pr ibadi  a lau Badan yang memperoteh Jasa
btmbingan a las penyelenggaraan Lembaga Pelat lhan Ker ja .

(2) waj ib Retr ibusi adalah orang pribadi atau Badan yang berlonggung jawab
alas pembayaran Jasa b imbingan atas penyelenggaraan f -ernbaga
Pelat ihan Kerja"

BAB tV

€OLOilGAH RETRIBUSI

Pasal  6

Retr ibus i  sebagaimana d imaksud Pasal  3  Pera luran Daerah in i  lermasr . rk
Relr ibusl Jasa Umum .

BAB V

CARA METTGUKUR TIHGKAT PENGGUNAAII JASA

Pasal  7

Tingkal penggunaan jasa Rclr ibusi diukur berdasarkan Junrlah program
Pelat ihan.

BAB VI

PRIiISIP PEHETAPAH DAN STRUKTUR FESARNYA
IF RETRIBUSI

Pasal  8

(1) Prlnsip penetapan lar i f  Relr ibusi didasarkan pada peng;eluaran lzir t
Pendlr lan Lembaga Pelat lhan KerJa

t2) Tari f  Retr ibusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inl  adalah biaya
blmblngan t lan pengawasan terhadap pendlr ian Lembaga Pelat lhan Kerja.

Pasal  9

l) Slruktur dan besarnya larif Retribusi rli latapkan sebagai berikut :

a. Lembaga Pelat ihan Kerja Swasla dengan 1 (satu) program pelat lhan
sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus r ibu ruplah);

b. Lembaga Pelat ihan Kerja Swasta dengan 2 (dua) prugram pelal ihan
sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus l ima puluh r ibu rupiah);

c. Lembaga Pslat ihan Kerja $wasta dengan 3 (t lga) program pelal ihan
sebesar Rp. 300.000,00 (t iga ratus r lbu ruplah);

.  d. Lembaga Pelat lhan Kerja Swaeta dengan leblh darl  3 (t lga) program
pelat ihan sebesar Rp. 350.000,00 (t iga ralus l ima puluh r ibu rupiah);

Paral:._/-



e. Sotiap Penambahan Program Pelatihan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh
puluh lima ribu rupiah).

(2) Besarnya tarip rclribqsi daftar ulang izin ditetapkan sebesar 50 % (lima
puluh persen) daritarip retribusi sebagainrana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB VII

WII.AYAH PEMUNGU'TAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diWilayah Daerah.

BAB VIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSITERUTANG

Pasal 11

(1) Masa Retribusi adalah Jangka yang lamanya 5 (llma) tahun.
(2) Saat Retribusi trarutang; adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokurnen

lain yang dipersamakan.

BAB IX

T'ATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBTJSI

Pasal 12 i

(1) Pemungutan Retrlbusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusl dipungut dengarr menggunakan SKF.D atilu dokumen lain yang
diporsamakan.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagainrana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditebapkan
' oloh Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRAST

Pasat 13 
' -"

' ,

Dalam hal wajib Rotribusi tidak mombavar tepat phda waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksl admlnlstrasl berupa bunga 2 o/o' (dua persen)
setiap bulan dari reitribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

earatrL



BAB X!

TAT'A CARA PEMBAYARAII

Pasal  14

(1) Pembayaran Retr lbusl dl lakukan dl Kas Daerah atau tempat laln yang
dl tunJuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen la ln  yang
dlpersamakan.

(2) Dalam hal pernbayaran di lakukan di lempat lain yang di lunjuk, maka
hasi l  penorimaan Relr ibusi harus disetor ko Kas Daerah selarnbat-
lambatnya 1 X 24 Jam atau dalarn waktu yang dltentukan oleh Bupatl .

Pasa l  15

(1) Pembayaran Retr ibusi harus di lakukan secara lunai.
(2) Bupatl  atau peJabal yang ditunjuk dapat memberlkan fzln kepada Wajlb

. Relr ibusl unluk mengangsur Relr ibusl terutang dalam jangka waklu
lertentu dengan alasan yang dapat dlperlanggungJawabkan.

(3) Tala cara pembayaran Retr ibusi sebagaimana t l imaksud ayat (2) pasal Ini
,  di lelapkan oloh Bupal i .  I

Pasa l  16

(1)  Pembayaran Retr lbus i  sebagaimana d imaksud pasal  15 Peraturan Daerah
ini diberikan tanda bukti  pembayaran.

(2) Bentuk, is l ,  ukuran tands bukt i  pernbayaran Relr ibusl di telapkan oleh
Bupatl .

BAB XII

. 
TATA CARA PEIIAGIHAII

Pasa l  17

(1) Pengeluaran Surat leguran atau peringatan sebagai awal t indaka n
" psnagihan dikeluarkan 7 (lujuh) hari seJalr jaluh tempo pe mbayaran.

(2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) harl  setelah tanggal surat leguran atau
perlngatan waJlb retr lbusi harus meluuasl retr lbuslyang terutang.

(3) Surat teguran alau peringatan sebagaimana dlmaksud ayat (1) Pasal Ini
di tetapkan oleh Eupati ,

BAB XIII

TATA CARA PEI{GURAIIGAI{, KERIiIGAHAN DAII
PEMEEBASAT{ RETRIEUSI

Pasa l  18

(1)  Bupat l  dapat  meber ikan pengurangan,  ker inganan dan pembebasan
Retr ibusi,



(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal iniditetapkan oleh Bupati.

. . . . .  .  
BABXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
meruglkan keuangan Daerah diancam pidana kurungan pallng lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (ernpat) kali jumlah Retribusi
yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagairnana dimaksud ayat (1) Pasal Inl adalah
pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKA}.I

Pasal 20

(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Llngkungan Pernerlntah Daerah diberi
wswenang sebagai penyidik untuk melakukan ponyidikan tindak pidana
dlbidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inl adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menJadi lengkap dan Jelas;

b. Meneliti, moncari dan mengurnpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuabn )fang clilakukan
sehubungan dongan tindak pidana Retribusl Daerah tersebut;

c. Memlnta keterangan dan bahan bukti darl orang pribadl atau badan
sehubungan dengarr tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; :

d. Memeriksa bulcu-buku, catiatan-catatan dan dokumen-dokumen la;in
berkenaan dongan tindak pidana dibidang Rekibusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Memlnta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikau tinciak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

g. Menyuruh berhenti, melarang sesoorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa -' u
identitas orang dan aku dokumen.yang dibawa sobagaimana dimaksud
pada huruf e ayat ini;

h. Memotret sesoorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka Ertau saksi ;

' J. Menghentikan penyidikan ;



k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tincJak pidana di
tridang Retribusi Daer'ah menurut hukum yang dapat iipeitanggung laltaOt<an.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukarr dimulainya
penyidikan tindak, pid.apa. d.gn q.erlyampaikan hasil penyidikannya kepada penunir.rt
Umum sesuai ketdntudn- ying diatur d'alam Unoangj-unlang N6mor b iinun igSi
tentang Kitab Urrdang-undang Hukurn Acara pidana.

BAB,XVI
KETENTUAN PENUTTJP :

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalarr Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati sepanjang
mengenai pelaksanaannya. l

Pasal22

Peraturan Daerah irrimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

. Agar supaya .setia.p orang dapat mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan men6mpatkanirya datim t-emnaran Cii"rin kaOupjten
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganl'ar
tanggal i7 J.m,i x@ ?

GANfAR

II' s.I{.

I.E,NAB ARAN D AERAH KABUPATEN KAIU}IGAI'|YAR
TAI{LIN looel{OMOR ^9 SF.RI a 41

Karanganyar

J.rn; roo 2
@*is
sergi



II.

PEN.!EI-A.SAN

P E RAT' U RAN.DAE RI,II K A BU P AT E N KAR.A.N GANYAR

I,tc)Mc,tl ltl TAHLTN 2002

TENTANG

RET Rl El US I PE RIZ I NAN LE tvl BAGA FE LATIHAN KE R.,I\

PENJEIASAN IJMLJM.

Dalam rangka,moninrgk'artl<r.n nrr*u- lulusan Lemi:aga Ps.latit'rarr
Kerja melalrri pengoioiaan manajemen l-embaga Polatihan Kerja dan
mernlrerlkan perlindungan kopada rnasyarakat yang mengikuti latihan
kerja di Lembaqa Pelatihan Kerja, .naka Penterintah Daerah melalcukan
bimkringan dan pengawasan terhadap obyek-obyek yang
rnenyoletrggiirtrkun pelatihan kerja sehirrgga kuaiitas kslulusan dari
Lembaga Petatihan Kerja akan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahrye Iir:tribusi Forizl:rari Lernbag;r Pelatilran Kerja
sepenuhiiya rllcirjdrdi kevverrangan dar: tanggung jawab Pomerintah
Daerah, mak'a rrr,rr.r!< rnan',berii<an dasar hui<urnrrya Srerlu diatur dan
cliteta pka n darn g a ir fr l i'artuiii n l)r.lc r;i ir .

PENiEtJ\liAf{ Frr\$AL. DElll ! PASAI-.
,:ul.:up jeJa;
cr.rkrlp jilli;is
eLlkr tp i ' .1:s
cul<up jolas
cttkup .i;;l::lr:
iukup.j,'-;lls
r,;!;,.r;; j t i i .s
cukup jelas
c.thtrp jelas
cukup lelas
cukup Jelas
cr.ii<up jeiau
cukr:p lelas
cr.rkup jelas

i)l j l i i. ip jela5

r;trl:ttp jelas
cui<up jelas
urtkup jeias
oul:up Jelas
cukup joias
crtXr:p jelas
cukup Jelas
cukup jelas
cui..up ielas
t:ukup ielas
cukup jolas
cukrtpr jelas

Fasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

, l
I

2
J

Pasat 6
Pasal 7
Pasal 0

Pasal I
Pasal lg
Pasal  ; :

A

5 ayrt (i)
. : t \ , ' : : l  i ? !r rJq ' .  \ .L / r

aya'i ,, i)
ayat (2)

. . ' , - . * . ' r ' ,
r r y c { l  \  l ,

nyot {?)

: : t t : . l  / - "

ri\,?tt i;:l)
aijat (3)

ayaL (' i)
ayat (2)
ayat (1)
ayat (2)
. , . , r , n  r ' l \
i.J {rr ti.,ri'

at'ai (i)
ayat (?)
ayat (1)
ayat (2)

Pasi:l t / -

Pasai l3
Pasal i4

Pasal 15

Pagal 4 a

17Pusal



Pasal

Pasal

18 ayat (1)
nlrat (2)

19 '  dyat  (1)
ayat (?)
ayat (3)

cukup Jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukr.rp.lelas
cukup jelas
erkup jelas
eukup Jelas
cr.rkr.rp jelas

20
21
?,?

Pasal
Pasal
Pasal




